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Salinan PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Sgta
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan

itsbat nikah yang diajukan :

Pemohon I, NIK. 6408041408860006, umur 32 tahun, Tempat/tanggal lahir:
Rembang, 14 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Sopir Truck, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah,
Gang Hikmah C, RT. 3 RW. 1 No. 27. C Kelurahan Teluk
Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

Selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, NIK. 6472055907860008, umur 32 tahun, Tempat/tanggal lahir:
Samarinda, 19 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah,
Gang Hikmah C, RT. 3 RW. 1 No. 27. C Kelurahan Teluk
Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;--------------—----
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan

seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni

2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada
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13 Juni 2019 di bawah register perkara Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan di
bawah tangan (sirr) dengan akad nikah menurut agama Islam pada
tanggal 16 September 2016 di Kecamatan Sungai Kapi Kota Samarinda,
dinikahkan oleh imam yang pemohon | dan Pemohon Il lupa namanya dan

perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di

wilayah tempat Pemohon | dan Pemohon || menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung kandung Pemohon Il

bernama Usman;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-
masing bernama Sarifuddin dan Abdul Wahab, dengan mas kawin berupa
uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon | berstatus duda cerai dan

Pemohon Il berstatus janda cerai;
5. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak

bernama :

a. Aisyah binti Gito Waluyo, umur 2 tahun;

b. Asyifa binti Gito Waluyo, umur 2 tahun;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

menggugat perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu pula

Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon |l bermaksud mencatatkan perkawinan
tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan

Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon | dan Pemohon
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I dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon | dan
Pemohon Il membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;----
Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan Pemohon | telah melaksanakan akad nikah dengan
Pemohon Il pada tanggal 16 September 2016 di Kecamatan Sungai Kapi
Kota Samarinda;

3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon | (Pemohon I) dengan Pemohon Il
(Pemohon IlI) menurut hukum;--------=---=-------
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sesuai

hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang

sendiri menghadap di persidangan;
Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh
majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya

tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon | dan Pemohon Il

mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | Nomor : 6408041408860006
tanggal 26 Maret 2016 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon [I Nomor :
6472055907860008 tanggal 23 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup
lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 265/AC/2016/PA.Sgta yang diterbitkan dan

ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 7 Nopember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai
cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0632/AC/2016/PA.Smd yang diterbitkan dan
ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 25 Mei
2016, setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai

cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon | dan Pemohon Il juga

mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Keterangan saksi - saksi :

1. Syarifuddin bin Usman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon |l;

- Bahwa saksi adalah bapak sambung Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l adalah suami isteri yang menikah

secara Islam pada tanggal 16 September 2016;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Kecamatan Sungai Kapi,
Kota Samarinda;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon [l;--------

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Usman;-------

- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Abdul Wahab;---------------

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon | kepada Pemohon I

berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus duda cerai hidup dan

Pemohon Il berstatus janda cerai hidup;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan

darah, sesusuan mapun semenda;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam dan tidak

pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
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- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon

| dan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara resmi dan
dinikahkan oleh penghulu resmi namun tidak pernah diberikan buku
nikah;

2. Harsih binti M. Matarif, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Ii;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah

secara Islam pada tanggal 16 September 2016;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Kecamatan Sungai Kapi,

Kota Samarinda;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon | dan Pemohon [l;--------

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Usman;-------

- Bahwa saksi nikahnya adalah syarifuddin dan Abdul Wahab;-----------------

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon | kepada Pemohon Il

berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus duda cerai hidup dan

Pemohon Il berstatus janda cerai hidup;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan

darah, sesusuan mapun semenda;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam dan tidak

pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon

| dan Pemohon I;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l menikah secara resmi dan
dinikahkan oleh penghulu resmi namun tidak pernah diberikan buku
nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon

agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;
Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal
ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah
untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan

Pemohon | dengan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan

oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon
I dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P, alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 Reglement Buiten Govesten
(RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea
Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdata dapat diterima dan dipertimbangkan

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa
secara relatif Pemohon | dan Pemohon Il berhak mengajukan permohonan
isbath nikah ke Pengadilan Agama Sangatta dan Pengadilan Agama Sangatta
berwenang memeriksa dan mengadilinya dan harus dinyatakan bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il berkualitas sebagai pihak yang berperkara;-----------

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi
Akta Cerai yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta

dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda,
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Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang
telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (vide pasal 285 R.
Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat

dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadirkan
saksi-saksi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal
1911 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar
keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-------

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon | dan
Pemohon Il mengenai keadaan pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri
serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon II, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 serta dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam

hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah

dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 16 September 2016 di Kecamatan Sungai Kapi, Kota
Samarinda. Pada pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon Il
adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Usman, dan dihadiri oleh dua
orang saksi masing-masing bernama Sarifuddin (in casu saksi pertama
Pemohon | dan Pemohon 1l ) dan Abdul Wahab, dengan mas kawin berupa

uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal tersebut
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dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon di
persidangan;

2. Bahwa status Pemohon | dan Pemohon Il saat pernikahan dilangsungkan
adalah duda dan janda cerai hidup. Hal mana telah pula dikuatkan oleh

bukti surat bertanda P.2 dan P.3 (fotokopi Akta Cerai) dan keterangan

kedua orang saksi para Pemohon di persidangan;
3. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 2 orang anak;-----------
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon | dan Pemohon Il harmonis dan
tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis
Hakim berpendapat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang tejadi
pada menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2016 di Kecamatan
Sungai Kapi, Kota Samarinda dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I
bernama Usman, dua orang saksi yang masing-masing bernama Sarifuddin
dan Abdul Wahab serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum
Islam. Selain itu pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian

telah terbuktilah seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan
agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il terjadi pada tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara ayat
(2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pasal tersebut,
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dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut
hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh
pejabat yang berwenang. Dalam perkara a quo pernikahan Pemohon |

dengan Pemohon Il telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai

agama yang dianut para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa
“Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang
perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada
ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,-
(Lima puluh rupiah)’. Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa
yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40
Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya
Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini
disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana
pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak
dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam
peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan
yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;---

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat
dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun
pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta
pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-
undangan dan ketetuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan
pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan
pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim

menggunakan metode “Istihsan” yang merupakan salah satu metode jjtihad
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atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mashlahah
dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak
tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang
memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat
dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi

pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :
OAA.EJJ&JMMJSSSUA\UJ& sy ‘5\9943\@3

dis (paaldyg Ay g

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang

perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal

wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan
dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan
tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;--------

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar para
Pemohon dapat tercatat sehingga keduanya memiliki buku nikah sebagai
bukti pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il. Dengan demikian maka tujuan
permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;----------

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitum

angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan,
maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan
menyatakah sah pernikahan Pemohon | (Pemohon |) dengan Pemohon I
(Pemohon IlI) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di
Kecamatan Sungai Kapi, Kota Samarinda menurut agama Islam telah sah

menurut hukum;
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Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat
penikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang
Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l dilaksanakan tidak dibawah
pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula

tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.
50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;---------------------

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Pemohon |) dengan Pemohon

Il (Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di

Kecamatan Sungai Kapi, Kota Samarinda;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam

ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal
Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy
Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh
Pemohon | dan Pemohon lI;

Hakim

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag.

Panitera,
ttd

Iman Sahlani, S.Ag.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2.  Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 160.000,-
4.  PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-
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